BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 
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3.1.1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Dalam upaya pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Cirebon secara kelembagaan telah dibentuk organisasi perangkat daerah yang menanganinya. Semula berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, pengelolaan Lingkungan ditangani oleh Bagian di Sekretariat Daerah dengan nama Bagian Lingkungan Hidup dibawah Asisten Administrasi Pembangunan, dengan membawahi Sub Bagian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.
Pada tahun 1999, Bagian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari Sekretariat Daerah tetapi menjadi Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah, dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (Sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah  Tingkat II, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon.
Pada Tahun 2001 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon Cirebon mengalami perubahan kembali menjadi Kantor Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 44 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup.
Dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan, dan Pertanahan yang dilaksanakan daerah, pada tahun 2004 berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertambangan.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi penyesuaian kembali, sehingga Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.
Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, sampai dengan sekarang.
Landasan Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

3.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tugas dan Fungsi :
Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon meliputi : 
1) Merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 
1) Perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi rencana strategis, dan rencana kerja di bidang lingkungan hidup;
2) Perumusan dan penetapan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
3) Perencanaan dan pengendalian anggaran;
4) Pengendalian urusan administrasi Dinas;
5) Perumusan dan penetapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang lingkungan hidup;
6) Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi bidang lingkungan hidup dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
8) Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas :
1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman meliputi sarana dan prasarana, pelayanan kebersihan, pengembangan teknologi dan kemitraan, penanggulangan sampah, sarana dan angkutan, pemeliharaan pertamanan dan ornamen serta pelayanan pemakaman; 
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang Kebersihan dan Pertamanan, melaksanakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas, bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
2) Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas; 
3) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir;
4) Penyelenggaraan inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
5) Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
6) Pelaksanaan penyimpanan dan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
8) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
9) Penyusunan sistem manajemen pelayanan kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
10) Pengendalian terhadap pelaksanaan sistem manajemen pelayanan kebersihan;
11) Penerbitan rekomendasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir;
12) Pelaksanaan pelayanan teknis kebersihan, pengelolaan persampahan; 
13) Penyelenggaraan pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan; 
14) Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kebersihan secara berjenjang dalam aspek administratif dan teknis;
15) Penyusunan bahan pembinaan khusus petugas lapangan kebersihan dan rencana pengembangan teknologi serta kemitraan penanggulangan sampah; 
16) Penyusunan bahan analisis kebutuhan pengembangan teknologi dan kemitraan penanggulangan sampah; 
17) Penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam penelitian, pengembangan teknologi penanggulangan sampah; 
18) Penyusunan bahan pembinaan penyuluhan kebersihan dan pengelolaan sampah; 
19) Penyusunan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga mitra pengelola sampah pada masyarakat; 
20) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
21) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1.3. Maksud dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS AHLI MUDA

KEPALA DINAS

KEPALA SEKSI PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

KASUBAG TU UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN & PENAATAN HUKUM

KEPALA SEKSI PENAATAN HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA


KEPALA SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS & PEMULIHAN LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS & KEMITIRAAN
LINGKUNGAN


KEPALA SEKSI PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

SEKRETARIS

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAI
















KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI KAJIAN DAN RENCANA PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UPTD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

D
KEPALA UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH




KASUBAG TU UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN


KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN


Maksud :
a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon pada periode 2019-2024;
b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Tujuan :
a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2019 - 2024;
b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019– 2024;
c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024;
d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.



Berdasarkan bagan struktur organisasi sebagai berikut :
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 
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3.1.4. Keadaan Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 44 pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 341 orang.
Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.1
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon 
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

	No
	Pendidikan
	Golongan
	Jumlah

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1
	S3
	-
	-
	-
	1
	1

	2
	S2
	-
	-
	2
	6
	8

	3
	S1
	-
	-
	18
	1
	19

	4
	DIPLOMA (D3)
	-
	-
	1
	-
	1

	5
	SLTA
	-
	12
	1
	-
	13

	6
	SD
	2
	-
	-
	-
	2

	
	Jumlah
	2
	12
	22
	8
	44



Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabupaten Cirebon berdasarkan eselon, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.2
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon Berdasarkan Eselon

	No
	Jabatan
	Jumlah

	1
	Eselon II b
	1

	2
	Eselon III a
	1

	3
	Eselon III b
	4

	4
	Eselon IV a
	14

	5
	Fungsional
	1

	
	Jumlah
	21




3.1.4. 
3.1.5. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip. 
Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun  luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.
Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.
Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud terdiri dari :
a. Kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit.
b. Kendaraan operasional pengelolaan sampah terdiri dari dump truck sebanyak 20 unit, truck amrol sebanyak 5 unit, amrol sebanyak 10 unit, truck tanki air sebanyak 4 unit, roda 3 tanki air sebanyak 1 unit, roda 3 pengangkut sampah sebanyak 33 unit, bulldozer sebanyak 3 unit dan eksavator sebanyak 3 unit.
c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 21 unit Personal Computer, 17 unit Laptop/ notebook, 15 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.
d. Peralatan pengujian kualitas air. Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji paramater kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.
3.2 Metode Penelitian
Penelitian memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh masing-masing penulis. Menurut Hidayat dan Sedarmayanti (2002 : 25) metodologi penelitian adalah membahas mengenai konsep teori dari berbagai metode, kelebihan, dan kekurangan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif yang menyajikan suatu gambar an yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. kemudian metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi/data yang aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan mendefinisikan masalah serta mengumpulkan data, menggunakan data dari lapangan melalui teknik atau alat pengumpulan observasi, wawancara untuk kemudian dianalisis dan dokumentasi.
Menurut moleong (2017 : 6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek panitia, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Berdasarkan teori di atas yang menjadi pemikiran dalam penelitian kualitatif yaitu Bahwa peneliti merupakan kunci utama, oeh karena itu peneliti harus memiliki dasar teori yang akan dijadikan dasar dari penelitian sehingga peneliti bisa menganalisis, mengusulkan  dan menyusun objek yang akan diteliti agar lebih jelas. lalu penulis juga perlu terjun langsung ke lapangan agar mengetahui objek penelitian. oleh sebab itu penelitian  kualitatif lebih cocok untuk digunakan sehingga penulis dapat mendeskripsikan atau menganalisis Bagaimana kinerja dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon dalam pengelolaan sampah di Pasar celancang Kabupaten Cirebon yang berpedoman pada teori-teori yang sudah ada.
3.2.2 Desain Penelitian
Dasar panitia atau Paradigma adalah menjabarkan berbagai variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan masalah yang diajukan, metode atau strategi penelitian, teknik analisis yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan. (Sugiyono, 2002). 
Desain penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah desain penelitian deskriptif yaitu desain penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisisnya berdasarkan suatu teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisis.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan “sistem tunggal”. Sistem ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh suatu tempat, waktu atau hubungan tertentu. 
Studi kasus adalah studi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, memahami suatu kasus, dan memahaminya.Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang populasi.


3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Informan
Informan menurut moleong (2006 : 132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan sumber data utama. data dari informan ini diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview).
Adapun yang akan menjadi informan untuk digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Informasi kunci 
Yaitu orang yang memberikan suatu informasi langsung yang akurat tentang masalah penelitian. Dalam hal ini, yang akan menjadi informan kunci adalah kepala bidang atau kepala seksi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
2. Informasi pendukung
Yaitu orang yang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi tambahan. Dalam hal ini yang menjadi informan pendukung adalah selaku organisasi kemasyarakatan serta pedagang/pelaku usaha di pasar celancang Kabupaten Cirebon.
3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
Teknik pemilihan informan yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2012 : 54) mengemukakan bahwa Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel Sumber data sesuai dengan pertimbangan tertentu (informan yang dipilih yang benar-benar mengetahui objek yang akan diteliti dan memiliki kriteria sebagai sampel).
Dapat disimpulkan teknik Purpose sampling yaitu dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian, teknik pengumpulan data sangatlah penting, karena tujuan  penelitian adalah untuk mencari informasi.Teknik pengumpulan data menjadi tolok ukur yang menentukan berhasil  tidaknya  penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan
Yakni, teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penelitian maupun dalam studi kepustakaan, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.
2. Studi Lapangan
Dalam hal ini, studi lapangan yang digunakan  penulis dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu:
a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pengamatan langsung dilakukan pada suatu lokasi yang digunakan untuk penelitian pada saat melakukan observasi, penulis dapat melakukan baik observasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan maupun observasi sehingga peneliti dapat mengetahui keakuratan bahan penelitian.
b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab dan tanggapan langsung dengan informan kunci dan informan pendukung.Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan  wawancara mendalam, karena  melakukan wawancara ini memberikan data yang lengkap dan komprehensif. Wawancara  dilakukan secara terstruktur dan tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang dapat dengan mudah diidentifikasi, diklasifikasikan dan dikategorikan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.
c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi berdasarkan dokumen atau catatan terbaru dalam suatu bidang penelitian, Data tersedia melalui catatan resmi dan undang-undang, serta media cetak dan elektronik.
3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian
Operasionalisasi konsep penelitian diterapkan dengan cara mendeskripsikan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi kemudian masing-masing dimensi tersebut dijabarkan menjadi beberapa parameter. Dimensi didasarkan pada teori yang dipilih oleh peneliti sebagai alat analisis. Sedangkan parameter jika tidak terdapat dalam teori, peneliti dapat membuatnya sendiri berdasarkan teori tersebut. Untuk mempermudah dalam menganalisis data pada penelitian analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah di Pasar Celancang Kabupaten Cirebon
Berdasarkan operasional konsep penelitian, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.3
Operasional Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Menurut Moeheriono (2012 :160-163)



	
	1. Responsivitas

	1. Meningkatkan kemampuan suatu organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat
2. Melaksanakan perumusan agenda dan memprioritaskan  pelayanan
3. Memperhatikan program-program pelayanan

	
	2. Responsibilitas
	1. Mengukur kesesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi publik 
2. Mengukur kesesuaian dengan prinsip administrasi

	
	3. Akuntabilitas
	1. Mengukur tingkatan kesesuaian antara penyedia pelayanan, nilai dan faktor eksternal
2. Mengukur sesuai keinginan masyarakat 



3.5 Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahaan data sangat penting, karena dengan uji validitas ini perlu diketahui apakah pengamatan atau data yang disajikan penulis sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sumber dan  triangulasi, peneliti meninjau data dari sumber yang berbeda (produsen informasi) sehingga data  dapat diakui valid.
Menurut Moleong (2014:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memenfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu.Triangulasi digunakan untuk mengetahui keakuratan data dari sumber data penelitian
Metode yang digunakan dalam triangulasi ini adalah perbandingan hasil observasi lapangan dan wawancara informasi. Keabsahan/keakuratan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang sama kepada responden yang berbeda berdasarkan hasil wawancara.  
3.6 Teknik Analisis Data
Menganalisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan melihat semua informasi yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu  wawancara, catatan lapangan, foto, dll.
Menurut Sugiyono (2018, hlm. 336) proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Teknik analis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Display data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, diagram, tabel, dan foto-foto (foto kegiatan penelitian disarankan disimpan dalam lampiran).
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu pengecek data sebelum peneliti menarik kesimpulan. Tahap-tahap verifikasi untuk menarik kesimpulan memuat unsur-unsur yaitu :
a. Verstehen, yaitu data yang akan dikumpulkan dipahami berdasarkan kategori dan karakteristik masing-masing.
b. Interprestasi, yaitu memahami setepat mungkin arti dan maksud data yang disampaikan.
c. Koherensi, yaitu untuk menemukan keselarasan yang didapat dari bahan-bahan yang beragam.
d. Hermeneutika, yaitu analisis penafsiran terhadap data yang terkumpul, sehingga esensi data dapat dipahami sesuai dengan waktu sekarang.
e. Induktif, yaitu melakukan penyimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan yang telah dilakukan suatu analisis. Penyimpulan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu konstruksi teoritis melalui suatu pengetahuan intuitif untuk merumuskan suatu kejelasan konstruksi logis.
3.7 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian berisi uraian tentang lamanya penelitian dari mulai persiapan dan penjajagan penelitian sampai dengan Ujian Sidang Skripsi. Jadwal penelitian yang tercantum pada skripsi ini adalah bersifat tentative karena realisasinnya dapat berubah.


Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

	No. 
	Kegiatan
	Tahun 2023

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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